
Mengingat l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
1950 rentang Pemberrtukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalarn Liogkungan Propinsi .Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jarninan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tarnhabao 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -+456 

Menimbang a. bahwa dengan bertambabnya jumlah tenaga .kesehatan 
untuk rnemenuhi standar pelayanan, yang dapal 
mempengaruhi penghitungan jasa pelayanan kesehatan 
pada tenaga non kesehatan sehingga perlu 
memformulasikan kembali untuk memberikan rasa 
keadilan kepada tenaga non kesehatan sebaga.i 
pendukung pelayanan kesehatan masyrakat, maka 
perlu meninjau Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan 
Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan 
Layanan Umum Daerah Puskesrnas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan 
Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional pada Baden Layanan Umum Daerah 
Puskesmas; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBARAN KETIGA ATAS l'ERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 
TAHUN 2016 TENTANG PENGGONAAN DANA KAPITASl DAN NON 

KAPlTASI JAMlNAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH PUSKESMAS 

TENT ANG 

PROVTNS! JAWA TENGAfl 
PERATURAN BUPATl JEPARA 
NOMOR 14 TAHUN 2018 

BUPATIJEPARA 

• 



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndooesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

4_ Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-uadangan 
(Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2011 
Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Nomor 5234): 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeriatabaa Daerab (Lembarao Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telab beberapa kali cliubab terakhir deagan Undang - 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerab (Lembaraa Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

6. Peraturan Presidea Republik lndonesia Nomor 12 Tabua 
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana 
telab beberapa kali diubab terakhir dengao Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tabun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 42 ); 

7. Peraturaa Presidea Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan dao Pemanfaatan Dana 
Kapitasi Jamiaao Kesehataa Nasional pada Fasilitas 
Keseba.tan Tiogkat Pertama Milik Pemerintah Daerab 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 81); 

8. Peraturan Menterl Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
7.1 Tahun 2013 teatang Pelayanan Kesehatan pada 
Jaminan Kesehatan Nasional (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomorl400) sebagaimana diubah 
dengan Peraruran Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahaa 
Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia 
Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesebataa 
_pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara 
Republik lndonesia Tahua 2016 NomorJ5}; 



( l) Jasa pelayanan yang diterima oleb rnasmg- masmg cenaga 
kesehatan dan tenaga non kesebaran dihitung berdasarkan fognula 
sebagruberiJrnt ~.-~- 

Pasal 10 

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai ben1rut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun. 
2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan 
Kesebatan Nasional pada Sadan Layanan Umum Daerab Puskesmas 
(Serita Daeran Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan 
Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanaa Umum 
Daerah Puskesrnas [Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 
30) diubah sebagai berikut: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBARAN KETIGA 
ATAS PERATURAN SUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 
2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASJ DAN NON 
KAPJTASI JAMlNAN KESEHATAN NASIONAL PADA SADAN 
LAYANAN UMOM DAERAH PUSKESMAS. 

MEMU'T'USKAN: 

9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jannnan Kesebatan Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

10 Peraturan Supati Jepara Nomor 15 Tahun 2016 tenta.ng 
Pengelolaan Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis yang 
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 
Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2013 Nomor 15); 

1 I. Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 ten tang 
Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan 
Kesebatan Nasional pada Badan Layanan Umum 
Daerab Puskesmas [Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali 
cliubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 
30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 t.entang 
Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum 
Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2017 Nomor 30); 

PasaJ l 
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(3) Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilak:sanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlak:u. 

(2) Dukungan biaya operasional pela:yanan kesehatan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurufb, adalab untuk: 

a. upaya kesehatan peroraogan berupa kegiatan promotif, 
preventif, ku ratif dao rehabilitatif laionya; 

b. kunjungao rumah daJam raogka upaya kesehatan 
perorangan; 

c. Operasional puskesmas kelillng. 
d. Pembelian bahan cetak atau alat tulis kantor. 
e. Adroioistrasi keuangan dan sistem informasi, antara lain 

untuk perjalanan, uaog harian, forokopi bahan, belanja 
piranti keras dao piranti lunak dalam mendukung 
implementasi sistem informasl JKN, biaya operasional 
sistem tnformasi. 

(1) Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk : 
a. Pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis 

pakai: dan 
b. Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan 

lainnya. 
c. Belanja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehata.n 

Puskesmas pada masyarakat. 

Pasal 1J 

l. Ketentuan Pasal 11 diubab dengan menyisipkan l [saru] ayat baru 
yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai beriku t: 

(2) Jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleb masing - masing 
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana 
climaksud pada ayat (1) dihitung dengan nilai setiap variabel clan 
kornponen, sebagaimana tercanturn dalam Lampiran yang 
merupakao bagiao tidak terpisahkan dari Peraturan ini, 

J umlah nllal variabel seluruh tcnaga, 

Total Jasa 
pelayanan 

x yang telah 
ditetapkan 

Nilai Vlll'iabcl 
kerenagaan 

Niln.i 
vnnohcl 
prestasl 

kcrja 
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PENF' IT PRODUK Huh~ 
I PAR.A.f 

H KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR .. J.~. BERITA DA 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 5 Maret 2018 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan lni dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Jepara. 

Peraruran ini mula! berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal ll 

(3a) Belanja unruk meningkatka.n kualita.s pelayanan kesebatan 
Puskesmas pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
[ 1) huruf c. adalah untuk: 

a. Pemenuhan standar kualitas dan kuantitas sumber daya 
manusia, clan 

b. Kepentingan registerasi dan a.kreditasi Puskesmas. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 5 Maret 2018 



NO V ARIABEL / KOMPONEN NlLAl KETERANOAN 
I KETENAGAAN: 

A. JENIS TENAGA 
l. Medis 150 
2. Apoteker 100 
3. Ners 100 
4. Tenaga kesehata.n paling rendah S 1 / 80 04 
5. Tenaga kesehatan setara 03 60 
6. Tenaga non kesehatan paling rendah 

50 03, atau asisten tenaga kesehatan 
7. Tenaga non kesehatan di bawah 03 25 
B. MASA KERJA 
I. Kurang dari 5 (lima) tahun 5 
2. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 10 (sepuluh) tahun 
3. Ll (sebelas) tahun sampai dengan 15 15 (lima belas) tahun 
4. 16 (enam belas) tahun sarnpai dengan 20 20 (dua puluh] tahun 
5. 21 (dua puluh sa.tu) tahun sampai 25 dengan 25 (dua puluh lima) tahun 
6. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun 30 
C. JABATAN DAN / PERAN DALAM 

POKJA I TIM 
1. Kepala Puskesmas (Pernimpin BLUD) 100 
2. Kepala TO (Pejabat Keuangan BLUD) 30 
3. Bendahara Pengeluaran (Bendahara 30 BLUD) 
4. Petugas Pengelola Keuangan J KN 25 
5. Bendahara Penerimaan 10 
6. Pengurus Barang 10 
7. Petugas Verifikator 25 
8. Koordinator Program 10 
9. Pokja /Tim: 

a UKP: 
1) Ketua / Koordinator 10 
2) Anggota 5 

b. UKM: 
1) Ketua f Koordinator 15 
2) Anggora f 7,::, 

c, Janngan danjejaring: I -- - - . 

PERUBAHAN DAF'l'AR NJLAJ VARJABEL DAN KOMPONEN TENAGA 
KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DJ PUSKESMAS 

KABUPATEN JEPARA 

W\MPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA 
Nomor 14 Tahun 2018 
Tenggsl ! 5 Maret: 2018 
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ti:..; 
Kf:.-1.t.i: 

'I 
Sr 

I lJ Kerua Koordinator JO I 

I 2) Anggota 5 
I a, Adminisrrasi dan Manajemen; 

11 Kerua / Koordina.tor 10 
2) Anggota 5 

I e, audit Internal 
1J Kerua I Koordinator 10 
2) Anggota 5 

f. Mutu 
l) Ketua / Koordinator 10 
2) Anggota 5 

10. Tim P care Puskesmas 
1) Penanggung jawab 10 
2) Pelaksana 5 

11 . Tidak ada peran dalam manaje.rial 
0 atau Pokja / Tim 

n, KE BAD IRAN 
l. Hadir I Per hari kerja 
2. Tidak hadir karena sakit Per bari kerja, 

1 paling banyak 3 
(tiga) hari kerja. 

3. Tidak hadir karena sakit Per bari kerja, 
-] le bib dari 3 

(tiga) hari kerja. 
4. Tidak hadir karena penugasan Per hari kerja 

kedinasan oleh pejabat yang l 
berwenang, 

5. Terlambat hadir at:au pulang sebelum 
waktunya yang diakurnulasi sampai -1 
dengan 7 (tujuh) jam. 

rn. PRESTASl KERJA 0- 100 

AffMAD MARZUQJ 


